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ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum serta meningkatkan tata kelola
administrasi, kemudahan, dan pelayanan dalam pembebasan pajak pertambahan nilai
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada
perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN
No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun
2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No. 166, TLN No. 4916), PP 49 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.225), Perpres 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.
1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun
2023 No. 977).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan
Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional, dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak oleh pengusaha kena pajak kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat
Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional,
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014; dan

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.03/2018,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diundangkan pada
tanggal 2 September 2024.

- Lampiran hal 5-6



